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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, dan
Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh,
bersama ini dengan hormat kami sampaikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh Nomor : W1-1184.AH.11.01 Tahun 2017 tanggal 25
September 2017 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan
Pusat Partai SIRA Periode 2017-2022 sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan maksud diatas, dimohon bantuan kiranya Keputusan Kepala
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh tersebut, dapat
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tembusan :

Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta;

Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;

Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;

Ketua Mahkamah Konstitusi RI di Jakarta;

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta;

Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh (KIP) di Banda Acch;
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Aceh di Banda Aceh.
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KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ACEH
NOMOR : W1-1184.AH.11.01 TAHUN 2017

TENTANG
PENGESAHAN PERUBAHAN SUSUNAN KEPENGURUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI SIRA PERIODE 2017-2022

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ACEH

Membaca - Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai SIRA Nomor : 02/EKS/DPP/IX/2017
tanggal 8 September 2017 tentang Mohon Pengesahan Perubahan Struktur
Kepengurusan Partai SIRA.

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap berkas
permohonan Dewan Pimpinan Pusat Partai SIRA yang disampaikan kepada
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh,
telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di
Aceh.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang
Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4711);

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Nomor

1473 Tahun 2015);

4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M-
08.UM.06.08 Tahun 2007 tentang Pendaftaran Pendirian, Pendaftaran
Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Nama, Lambang,
Tanda Gambar, Pengurus Pusat, Pembubaran dan Penggabungan Partai
Politik Lokal di Nanggroe Aceh Darussalam.

MEMUTUSKAN :



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN :

:- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

DAN HAK ASASI MANUSIA ACEH TENTANG PENGESAHAN
PERUBAHAN SUSUNAN KEPENGURUSAN DEWAN PIMPINAN
PUSAT PARTALI SIRA PERIODE 2017 - 2022

Mengesahkan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat SIRA , dengan
kedudukan kantor tetap di Jalan T. Panglima Polem No 10 Kota Banda Aceh,
dinyatakan dengan Akta Notaris Nomor 12 tanggal 8 September 2017 yang
dibuat dihadapan Notaris lka Susilawati,S.H.,M.Kn. berkedudukan di
Kabupaten Aceh Besar.

Susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai SIRA terlampir dalam
keputusan ini.

Dengan berlakunya keputusan ini, maka Susunan Kepengurusan Dewan
Pimpinan Pusat Partai SIRA sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh Nomor :
W1-265.AH.11.01 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Anggaran Dasar
Anggaran rumah Tangga dan Susunan Kepengurusan Partai Suara Independen
Rakyat Aceh (SIRA) menjadi Partai SIRA dinyatakan tidak berlaku lagi

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian
hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 25 September 2017

PALA KANTOR WILAYAH,
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TANGGAL : 25 September 2017
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ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
PARTAI SIRA

ANGGARAN DASAR
PARTAI SIRA

PEMBUKAAN
Bahwa Aceh yang pernah menjadi salah satu kerajaan Islam terbesar di dunia dan pusat
peradaban Islam di kawasan Asia Tenggara selalu menjadi fokus perhatian berbagai
masyarakat dan bangsa di dunia hingga sekarang. Peradaban yang dipengaruhi oleh nilai-
nilai Islam tersebut telah meninggalkan kemajuan yang berbekas dan dapat dilihat dari
literatur-literatur sejarah, kenegaraan dan politik, sosial ekonomi, hukum, budaya hingga
pertahanan keamanan. Prilaku dan tata nilai keseharian masyarakat Aceh yang terdiri dari
berbagai suku itu juga turut menggambarkan pengaruh peradaban tersebut hingga saat ini.
Tetapi perjalanan panjang Aceh dari masa ke masa bukan hanya membuktikan adanya
kemajuan rakyatnya di masa lalu tetapi kemunduran dan kesuramanpun turut meliputinya,
terlebih-lebih sejak terjadinya perang Belanda — Aceh 1873 sampai masa-masa konflik

berikutnya selama berpuluh-puluh tahun.

Bahwa rakyat Aceh yang terdiri dari berbagai macam suku, budaya yang dipengaruhi nilai
Islam, posisi geografis yang sangat strategis dan percampuran darah/keturunan dengan
berbagai bangsa pendatang, khususnya manakala Aceh menjadi salah satu kerajaan Islam
dan pusat perdagangan termasyhur selama beberapa abad tersebut telah menjadikan
rakyat Aceh sebagai masyarakat yang egaliter, demokratis, berani dan terbuka. Pada sisi
lainnya, karena kekayaan dan keindahan alam serta letak geografisnya yang strategis Aceh
juga selalu harus berhadapan dengan berbagai kekuatan besar dari luar. Potensi Aceh yang
sangat besar menjadi salah satu peluang kemajuan berkelanjutan, sekaligus tantangan yang

selalu mengancam rakyatnya.

Bahwa perjalanan panjang pergolakan dan konflik di Aceh terjadi karena rakyatnya sangat
berkeinginan untuk memperjuangkan negeri yang maju dalam segala bidang,
berperadaban, berkeadilan, berprikemanusiaan, perdamaian berkelanjutan dan kebebasan

yang Islami dan berkearifan lokal. Maka lahirlah organisasi pergerakan sipil SIRA (Sentral



Informasi Referendum Aceh) pada 4 Februari 1999 untuk memfasilitasi perjuangan
tersebut secara damai selama bertahun-tahun. Selanjutnya sejak 15 Agustus 2005 telah
dicapai kesepakatan perdamaian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan
Aceh Merdeka sebagai para pemangku kepentingan terhadap Aceh dan saling menghargai
setelah beberapa kali proses perdamaian sebelumnya sempat maju mundur. Sejak tahun
1999, baik secara langsung maupun tidak langsung, SIRA senantiasa mendorong lahirnya

serta terlibat dalam proses perdamaian tersebut.

Bahwa kesepakatan perdamaian tersebut bukan hanya hasil kerja keras dari rakyat Aceh,
termasuk SIRA, tetapi juga merupakan rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Betapa rakyat
Aceh mendapat ujian berat, terpaksa harus terlibat dalam sejumlah peperangan dan
konflik hingga menjadi korban massal dalam peristiwa bencana gempa bumi dan tsunami
pada 26 Desember 2004 lalu yang tidak pernah diduga sebelumnya. Sedangkan rakyat
Aceh sangat berkeinginan untuk keluar dari krisis konflik berkepanjangan, menjadi lebih

maju serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan fundamental mereka.

Bahwa salah satu substansi kesepakatan perdamaian tersebut adalah rakyat Aceh
diberikan kesempatan untuk membuat partai-partai politik lokal. Sedangkan kondisi
hukum dan politiknya diciptakan sedemikian rupa untuk memungkinkan terwujudnya
perjanjian damai tersebut. Adanya Memorandum of Understanding Helsinki yang ikutannya
telah melahirkan Undang-Undang No. |1/2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Peraturan
Pemerintah No. 20/2007 Tentang Partai Politik Lokal di Aceh dan Qanun-ganun Aceh,
serta kebutuhan untuk memperjuangkan perdamaian berkelanjutan, demokrasi, keadilan
dan kesejahteraan-- merupakan basis politik dan hukum bagi dibentuknya Partai Politik
Lokal SIRA.

Selanjutnya Partai Politik Lokal SIRA menyatakan diri menjadi kekuatan politik secara
damai, demokratis dan terbuka dalam pembangunan perdamaian berkelanjutan,
demokrasi, keadilan dan kesejateraan bagi rakyat Aceh serta sesuai dengan Konstitusi
Republik Indonesia, Undang-Undang No. 11/2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan
peraturan-peraturan perundangan lainnya yang berlaku, dengan Anggaran Dasar sebagai

berikut:



BAB |
NAMA, STATUS, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal |

Partai ini bernama Partai SIRA yang diambil dari bahasa Aceh yang berarti Garam, dimana
garam adalah unsur terbesar yang terkandung dalam lautan biru yang luas dan memiliki
manfaat yang besar bagi pertumbuhan makhluk hidup, dan dunia. Berguna juga sebagai
pengawet penyempurna cita rasa dan pertumbuhan serta kesehatan tubuh manusia dan
seluruh makhluk hidup. Seiring dengan keberadaan, manfaat dan kebutuhan garam maka
Partai Sira akan menjadi pelestari damai Aceh, pelopor perkembangan peradaban,
Orientasi Aceh serta penjaga agar perdamaian dan pembangunan di Aceh akan terus
berorientasi pada percepatan kesejahteraan rakyat dan perkembangan peradaban Aceh.

Pasal 2
Partai SIRA adalah partai politik di Aceh yang merupakan perubahan yang lanjutan
Perjuangan PARTAI SUARA INDEPENDEN RAKYAT ACEH, sebagai wadah bagi rakyat
Aceh untuk setia, Istigomah, reformis dan amanah dalam memperjuangkan perdamaian,
Demokrasi, Keadilan dan kesejahteraan

Pasal 3
Partai ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya;

Pasal 4
Pengurus Partai SIRA tingkat pusat berkedudukan di Banda Aceh atau lbukota
Pemerintahan Aceh

BAB II
KEDAULATAN
Pasal 5
Kedaulatan Partai SIRA berada di tangan anggota

BAB IlI
AQIDAH , AZAS, PRINSIP PERJUANGAN DAN TUJUAN
Pasal 6
Partai SIRA ber-agidah islamiyah yang berdasarkan al-Qur-an dan as-Sunnah

Pasal 7
Partai SIRA berazaskan Persaudaraan, Kerakyatan, Ke-Aceh-an dan Keadilan Sosial ;

Pasal 8
Prinsip Perjuangan Partai SIRA adalah pengabdian kepada Allah SWT dengan menjunjung
tinggi kebenaran, kejujuran, kemanusiaan, kerelawanan, perdamaian dan demokrasi

Pasal 9
Partai SIRA bertujuan :
I. Memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat Aceh ;
2. Mendorong perdamaian yang berkelanjutan ;
3. Memperjuangkan penegakan HAM dan demokrasi di Aceh



4. Memperjuangkan kedaulatan rakyat;
5. Menciptakan keadilan sosial;
6. Mewujudkan kesejahteraan rakyat;

BAB IV
SIFAT, BENTUK DAN FUNGSI

Pasal 10
Partai SIRA bersifat independen, terbuka, perseorangan, partisipatif dan responsif

Pasal 11
Partai SIRA berbentuk partai massa dan kader

Pasal 12
Partai SIRA berfungsi sebagai media komunikasi, sosialisasi, rekruitmen dan partisipasi
politik rakyat Aceh

BAB V
LAMBANG PARTAI
Pasal 13

Partai SIRA berlambang bulan dan bintang berwarna merah dengan latar biru bertuliskan
SIRA, yang bermakna: Bulan bintang bahagian dari tatasurya dan planet yang amat sangat
penting bagi kehidupan. Keduanya diciptakana Allah sebagai makhluk yang menentukan
perputaran waktu dunia, pergerakan makhluk lainnya dan penyinaran alam. Keduanya
terletak di atas langit yang menjulang tinggi, setia menyinari dan menerangi bumi serta
kehidupan dalam suasana keindahan.

Bulan hanya satu di langit, bintang sangat banyak. Keduanya tidak mungkin dipisahkan dari
langit biru yang menjulang tinggi. Demikian pula keduanya ada di atas kain biru yang damai
pada lambang Partai SIRA. Kedua-duanya melambangkan kecermelangan yang tinggi selalu
terang menderang dan penentu arah waktu serta mempengaruhi pergerakan makhluk
lainnya.

Bulan dan bintang menunjukkan nilai dan cita-cita Partai SIRA yang menghendaki
kemajuan dan kelahiran para peminpin yang hebat serta cemerlang untuk keemasan Aceh.
Bintang warna merah adalah simbul sengat dan keberanian dalam mencapai Aceh
bermartabat. Jumlah bintang sepuluh dipadukan menjadi hanya satu bintang dengan
ukuran yang lebih besar, menegaskan bahwa Partai SIRA akan lebih fokus pada tujuan
untuk mensejahterakan dan memberi keadilan bagi rakyat Aceh, serta juga kembali akan
mengkonsolidasikan berbagai elemen masyarakat yang terpragmentasi serta bias orientasi
kesatu paradigma bersama untuk melestarikan perdamaian dan membangun Aceh. Warna
bulan dari putih berubah menjadi merah melambangkan bahwa semangat untuk
memperjuangkan kebenaran dan keadilan semakin menyala dan tidak akan pernah padam.
Sedangkan tulisan kata SIRA berwarna putih bermakna kesucian cita-cita perjuangan
partai.

BAB VI
KEANGGOTAAN
Pasal 14
Setiap penduduk Aceh yang telah memenuhi syarat serta menyetujui Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga dapat diterima sebagai anggota Partai SIRA



Pasal 15

Ketentuan mengenai keanggotaan serta hak dan kewajibannya diatur dalam Anggaran
Rumah Tangga.

BAB VII

STRUKTUR ORGANISASI DAN KELENGKAPAN SERTA PERANGKAT

PARTAI

PASAL 16

Struktur Organisasi Partai terdiri dari :

2.

3.

Organisasi Tingkat Pusat, terdiri dari Majelis Tinggi Partai, Majelis Pertimbangan
Partai (MPP) dan Dewan Pimpinan Pusat Partai (DPP).

Organisasi Tingkat Kabupaten/Kota, terdiri dari Majelis Pertimbangan Wilayah
dan Dewan Pimpinan Wilayah, disingkat DPVV;

Organisasi Tingkat Kecamatan, terdiri dari Dewan Pimpinan Kecamatan, disingkat
DPK;

Organisasi Tingkat Gampong, dipimpin oleh Dewan Pimpinan Gampong, disingkat
DPG;

Organisasi Perwakilan Luar Aceh yang disebut Perwakilan.

Pasal 17

Kelengkapan Partai terdiri dari :

2.
3.
4

w

Kelengkapan Partai di tingkat Pusat disebut Departemen;
Kelengkapan Partai di tingkat Kabupaten/Kota disebut Biro;
Kelengkapan Partai di tingkat Kecamatan disebut Divisi;
Kelengkapan Partai di tingkat Gampong disebut Seksi;

BAB Vil
WEWENANG DAN KEWAJIBAN PIMPINAN PARTAI

Pasal 18

Majelis Tinggi Partai adalah Badan Pembuat Peraturan-Peraturan dan Kebijakan

dan Pengawas Kebijakan Partai di tingkat Pusat.

Majelis Pertimbangan Partai adalah Badan Pertimbangan dan Penasehat Partai.

Dewan Pimpinan Pusat adalah Badan Pelaksana Harian Partai.

Majelis Tinggi Partai Berwenang :

a. Membuat Peraturan-Peraturan dan Kebijakan Tingkat Pusat sesuai dengan
Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Ketetapan Kongres/Kongres Luar
biasa dan Rapat Pimpinan Pusat serta Peraturan Partai SIRA;

Mengesahkan dan melantik komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat

c. Dalam keadaan tertentu Majelis Tinggi Partai memilih dan menetapkan Ketua
Umum Dewan Pimpinan Pusat melalui Rapat Pleno Majelis Tinggi Partai

d. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan
Pimpinan Wilayah

e. Membuat aturan-aturan mekanisme penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

f. Mengawasi dan mengevaluasi kinerja Dewan Pimpinan Pusat Partai.



g. Mengajukan calon Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat untuk dipilih oleh
Kongres;

h. Memilih, mengesahkan dan melantik Komposisi dan Personalia Majelis
Pertimbangan Partai (MPP);

Majelis Tinggi Partai berkewajiban :

a. Menyusun dan mengevaluasi peraturan organisasi yang merupakan perintah
Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Ketetapan Kongres/Kongres Luar
Biasa dan Rapat Pimpinan Pusat

b. Memberikan pertanggungjawaban pada Kongres.

Majelis Pertimbangan Partai berwenang :

a. Memberikan pertimbangan-pertimbangan (baik diminta maupun tidak) dalam
pembuatan dan pelaksanaan kebijakan Partai.

b. Memberikan usulan-usulan kebijakan partai.

Dewan Pimpinan Pusat Partai berwenang :

a. Menentukan dan menyusun komposisi struktur kepengurusan partai di tingkat
pusat sesuai dengan ketentuan Partai.

b. Mengesahkan dan melantik komposisi dan personalia Dewan Pimpinan
Wilayah

c. Dalam keadaan tertentu Dewan Pimpinan Pusat dapat Mengesahkan
komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Kecamatan

d. Memberikan penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga.

e. Mengajukan rancangan Peraturan-Peraturan dan Kebijakan Tingkat Pusat
sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Ketetapan
Kongres/Kongres Luar biasa dan Rapat Pimpinan Pusat serta Peraturan Partai
SIRA untuk disetujui Majelis Tinggi Partai;

Dewan Pimpinan Pusat berkewajiban :

a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar,
Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat Tingkat Pusat
serta Peraturan Organisasi Partai SIRA;

b. Memberikan pertanggungjawaban pada Kongres.

Pasal 19

Majelis Pertimbangan Wilayah adalah Badan Pertimbangan dan Penasehat Partai

ditingkat Kabupaten/Kota.

Dewan Pimpinan W/ilayah adalah Badan Pelaksana Partai di Tingkat

Kabupaten/Kota .

Majelis Pertimbangan Wilayah Partai berwenang :

a. Memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan kebijakan Partai.

b. Memberikan usulan-usulan kebijakan partai.

Dewan Pimpinan Wilayah berwenang :

a. Menentukan kebijakan Tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan Anggaran
Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat, baik
Tingkat Pusat maupun Tingkat Kabupaten/Kota serta Peraturan Organisasi
Partai SIRA

b. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Dewan Pimpinan Kecamatan.



c. Melantik Kepengurusan Dewan Pimpinan Kecamatan
d. Mengesahkan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Kecamatan.
5. Dewan Pimpinan Wilayah berkewajiban :
a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar,
Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat, baik Tingkat
Pusat maupun Tingkat Kabupaten/Kota serta Peraturan Organisasi Partai
SIRA

b. Memberikan pertanggungjawaban pada Konferensi Wilayah.

Pasal 20
I. Dewan Pimpinan Kecamatan adalah Badan Pelaksana Partai di Tingkat Kecamatan;
2. Dewan Pimpinan Kecamatan berwenang :
a. Menentukan kebijakan di Tingkat Kecamatan sesuai dengan Anggaran Dasar,
Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat, baik Tingkat
Pusat , Kabupaten/Kota maupun Tingkat Kecamatan serta Peraturan
Organisasi Partai SIRA
b. Melantik Kepengurusan Dewan Pimpinan Gampong
c. Mengesahkan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Gampong
d. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Dewan Pimpinan Gampong
3. Dewan Pimpinan Kecamatan berkewajiban :
a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai Anggaran Dasar,
Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat, baik Tingkat
Pusat |, Tingkat Kabupaten/Kota maupun Tingkat Kecamatan serta Peraturan
Organisasi Partai SIRA
b. Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Kecamatan.

Pasal 21
I. Dewan Pimpinan Gampong adalah Badan Pelaksana Partai di Tingkat Gampong
2. Dewan Pimpinan Gampong berwenang menentukan kebijakan di Tingkat
Gampong sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan
Musyawarah dan Rapat, baik Tingkat Pusat , Tingkat Kabupaten/Kota, Tingkat
Kecamatan maupun Tingkat Gampong serta Peraturan Organisasi Partai SIRA
3. Dewan Pimpinan Gampong berkewajiban :
a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar,
Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat, baik Tingkat
Pusat, Tingkat Kabupaten/Kota, Tingkat Kecamatan maupun Tingkat Gampong
serta Peraturan Organisasi Partai SIRA;
b. Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Gampong

BAB IX
BADAN DAN LEMBAGA

Pasal 22
Dewan Pimpinan Pusat dengan persetujuan Majelis Tinggi Partai dapat membentuk Badan
dan Lembaga untuk mendukung kegiatan-kegiatan partai dalam bidang tertentu.



BAB X
ORGANISASI SAYAP

Pasal 23
Partai SIRA memiliki Organisasi Sayap yang merupakan wadah perjuangan sebagai
pelaksana kebijakan Partai yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan strategis,
dalam rangka memperkuat basis dukungan Partai.
Pembentukan Organisasi Sayap diusulkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan
ditetapkan oleh Rapat Pimpinan Pusat.

BAB XI

FRAKSI

Pasal 24
Partai SIRA memiliki Fraksi dalam Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang komposisi dan personalianya ditetapkan
oleh Dewan Pimpinan Partai.
Fraksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) adalah Badan Pelaksana Kebijakan
Partai SIRA di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten/Kota dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat Aceh.

BAB XII
HUBUNGAN DAN KERJASAMA
Pasal 25

Partai SIRA memiliki hubungan dan menjalin kerjasama dengan Organisasi-
Organisasi Kemasyarakatan yang didirikannya.

Partai SIRA dapat bekerjasama dengan organisasi kemasyarakatan/lembaga-
lembaga yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai SIRA;

Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur
dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 26

Partai SIRA dapat menjalin hubungan dan kerjasama dengan Partai Politik lain
untuk mencapai tujuan bersama dalam rangka memperjuangkan aspirasi dan
kepentingan rakyat Aceh ;

Partai SIRA dapat menjalin hubungan dan kerjasama dengan badan, lembaga
dan/atau organisasi lainnya.

Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) diatur
dalam Peraturan Organisasi.

BAB XiIII
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Bagian Kesatu

Musyawarah dan Rapat-Rapat Tingkat Pusat

Pasal 27
Musyawarah dan Rapat-Rapat Tingkat Pusat terdiri atas :

a. Kongres



b. Kongres Luar Biasa

c. Rapat Pimpinan Pusat

d. Rapat Kerja Pusat

e. Rapat Koordinasi Pusat

Kongres :

a. Kongres adalah forum pemegang kekuasaan tertinggi Partai setiap 5 (lima)
tahun sekali

b. Kongres berwenang:

i. Menetapkan dan/atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga Partai.

ii. Menetapkan Program Umum Partai.

iii. Mengesahkan Laporan Petanggungjawaban Majelis Tinggi Partai

iv. Mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat.

v. Memilih dan Menetapkan Komposisi dan Personalia Majelis Tinggi Partai;

vi. Memilih dan Menetapkan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat;

vii. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.

Kongres Luar Biasa:

a. Kongres Luar Biasa adalah Kongres yang diselenggarakan dalam keadaan Luar
Biasa, diadakan atas permintaan dan atau persetujuan sekurang-kurangnya 2/3
Dewan Pimpinan Wilayah, disebabkan:

i. Partai dalam keadaan terancam atau menghadapi hal ihwal kegentingan
yang memaksa.

i. Dewan Pimpinan Pusat melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah
Tangga, atau Dewan Pimpinan Pusat tidak dapat melaksanakan amanat
Kongres sehingga organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya.

Kongres Luar Biasa diselenggarakan oleh Majelis Tinggi Partai.

c. Kongres Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan
Kongres

d. Dewan Pimpinan Pusat wajib memberikan pertanggungjawaban atas
diadakannya Kongres Luar Biasa tersebut.

Rapat Pimpinan Pusat:

a. Rapat Pimpinan Pusat adalah rapat pengambilan keputusan tinggi di bawah
Kongres

b. Rapat Pimpinan Pusat diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam
setahun oleh Dewan Pimpinan Pusat dengan persetujuan Majelis Tinggi Partai.

Rapat Kerja Pusat :

a. Rapat Kerja Pusat adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan
mengevaluasi program kerja hasil Kongres.

b. Rapat Kerja Pusat dilaksanakan pada awal dan pertengahan periode
kepengurusan.

Rapat Koordinasi Pusat adalah rapat yang diadakan atas inisiatif Dewan Pimpinan

Pusat untuk membahas masalah-masalah aktual dan sosialisasi kebijakan partai.

Bagian Ke-dua
Musyawarah dan Rapat-Rapat Tingkat Kabupaten/Kota
Pasal 28
Musyawarah dan Rapat-rapat Tingkat Kabupaten/Kota terdiri atas:
a. Konferensi Wilayah;
b. Konferensi Wilayah Luar Biasa



2.

C.
d.

Rapat Pimpinan Wilayah
Rapat Kerja Wilayah

Konferensi Wilayah :

a.

b.

Konferensi Wilayah adalah pemegang kekuasaan Partai di tingkat

Kabupaten/Kota yang diadakan dalam 5 (lima) tahun sekali.

Konferensi Wilayah berwenang

i. Menetapkan Program Kerja Kabupaten/Kota

ii. Mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Wilayah

iii. Memilih dan Metapkan Ketua Umum Dewan Pimpinan Wilayah

iv. Memilih dan Menetapkan Komposisi dan Personalia Majelis Pertimbangan
Wilayah

v. Menetapkan keputusan-keputusan lain

Konferensi Wilayah Luar Biasa:

a.

C.

d.

Konferensi Wilayah Luar Biasa adalah Konferensi Wilayah yang
diselenggarakan dalam keadaan Luar Biasa, karena adanya permintaan
sekurang-kurangnya 2/3 Dewan Pimpinan Kecamatan dan disetujui oleh
Dewan Pimpinan Pusat, disebabkan:

i. Kepemimpinan Dewan Pimpinan Wilayah dalam keadaan terancam.

ii. Dewan Pimpinan Wilayah melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah
Tangga, atau Dewan Pimpinan Wilayah tidak dapat melaksanakan amanat
Konferensi Wilayah sehingga organisasi tidak berjalan sesuai dengan
fungsinya.

Konferensi Wilayah Luar Biasa diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Konferensi Wilayah Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang yang

sama dengan Konferensi Wilayah.

Dewan Pimpinan Wilayah wajib memberikan pertanggungjawaban atas

diadakannya Konferensi Wilayah Luar Biasa tersebut.

Rapat Pimpinan Wilayah :

a.

b.

C.

Rapat Pimpinan Wilayah adalah rapat pengambilan keputusan dibawah
Konferensi Wilayah;.

Rapat Pimpinan Wilayah berwenang mengambil keputusan-keputusan selain
yang menjadi wewenang Konferensi Wilayah.

Rapat Pimpinan Wilayah diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun
oleh Dewan Pimpinan Wilayah.

Rapat Kerja Wilayah :

a.

b.

Rapat Kerja Wilayah adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan
mengevaluasi program kerja hasil Konferensi Wilayah;

Rapat Kerja Wilayah dilaksanakan pada awal dan pertengahan periode
kepengurusan.

Bagian Ke-Tiga:
Musyawarah dan Rapat-Rapat Kecamatan

Pasal 29

Musyawarah dan Rapat-Rapat Tingkat Kecamatan terdiri atas:

a.
b.
c.

Musyawarah Kecamatan
Musyawarah Kecamatan Luar Biasa
Rapat Pimpinan Kecamatan



Musyawarah Kecamatan:
a. Musyawarah Kecamatan adalah pemegang kekuasaan Partai di tingkat
kecamatan yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
b. Musyawarah Kecamatan berwenang
i. Menetapkan Program Kerja Kecamatan
ii. Mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Kecamatan
iii. Memilih dan Menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Kecamatan
iv. Menetapkan keputusan-keputusan lain

Musyawarah Kecamatan Luar Biasa :

a. Musyawarah Kecamatan Luar Biasa adalah Musyawarah Kecamatan yang
diselenggarakan dalam keadaan Luar Biasa, karena adanya permintaan
sekurang-kurangnya 2/3 Dewan Pimpinan Gampong dan disetujui oleh Dewan
Pimpinan Wilayah, disebabkan:

i. Dewan Pimpinan Kecamatan dalam keadaan terancam.

ii. Dewan Pimpinan Kecamatan melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah
Tangga, atau Dewan Pimpinan Kecamatan tidak dapat melaksanakan
amanat Musyawarah Kecamatan sehingga organisasi tidak berjalan sesuai
dengan fungsinya.

b. Musyawarah Kecamatan Luar Biasa diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan
Wilayah.

c. Musyawarah Kecamatan Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang yang
sama dengan Musyawarah Kecamatan.

d. Dewan Pimpinan Kecamatan wajib memberikan pertanggungjawaban atas
diadakannya Musyawarah Kecamatan Luar Biasa tersebut.

Rapat Pimpinan Kecamatan :

a. Rapat Pimpinan Kecamatan adalah rapat pengambilan keputusan dibawah
Musyawarah Kecamatan

b. Rapat Pimpinan Kecamatan berwenang menyelesaikan masalah-masalah dan
mengambil keputusan-keputusan selain yang menjadi wewenang Musyawarah
Kecamatan .

c. Rapat Pimpinan  Kecamatan diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam
setahun, dan diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Kecamatan.

Bagian Ke-Empat:
Musyawarah dan Rapat-Rapat Tingkat Gampong

Pasal 30
Musyawarah dan Rapat-rapat Tingkat Gampong terdiri atas:
a. Musyawarah Gampong
b. Rapat Pimpinan Gampong
Musyawarah Gampong :
a. Musyawarah Gampong adalah pemegang kekuasaan Partai di tingkat Gampong
yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
b. Musyawarah Gampong berwenang
i. Menetapkan Program Kerja Gampong
ii. Mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Gampong
iii. Memilih dan Menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Gampong
iv. Menetapkan keputusan-keputusan lain



3.

Rapat Pimpinan Gampong :

a. Rapat Pimpinan Gampong adalah rapat pengambilan keputusan dibawah
Musyawarah Gampong ;

b. Rapat Pimpinan Gampong berwenang menyelesaikan masalah-masalah dan
mengambil keputusan-keputusan selain yang menjadi wewenang Musyawarah
Gampong.

c. Rapat Pimpinan Gampong diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun,
dan diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Gampong

Pasal 31

Peserta Musyawarah dan Rapat-Rapat Partai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal
28, Pasal 29, dan Pasal 30 diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

l.
2.

BAB XIV
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 32

Pengambilan keputusan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
Dalam hal tidak dapat dicapai mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara
terbanyak.

BAB XV
KEUANGAN DAN KEKAYAAN PARTAI
Pasal 33

Keuangan dan kekayaan partai diperoleh dari :

Lnhwn—

Uang Pangkal Anggota;

luran Bulanan Anggota;

Infaq, sadaqah, hibbah dan waqaf
Sumbangan yang tidak mengikat;
Usaha-usaha lainnya yang halal dan sah;

BAB XVI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUKUM

Pasal 34
Partai SIRA sebagai badan hukum diwakili oleh Dewan Pimpinan Pusat di dalam
dan di luar pengadilan.
Dewan Pimpinan Pusat Partai SIRA dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana
tersebut pada ayat (1) kepada Dewan Pimpinan Partai sesuai dengan tingkatannya
masing-masing.
Ketentuan lebih lanjut tentang Penyelesaian Perselisihan Hukum diatur dalam
Peraturan Organisasi.

BAB XVII
PEMBUBARAN
Pasal 35

Partai SIRA hanya dapat dibubarkan oleh Kongres yang diselenggarakan khusus
untuk hal tersebut.

Kongres tersebut dalam ayat (1) pasal ini dinyatakan sah apabila dihadiri oleh
sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah Dewan Pimpinan Wilayah dan dua



pertiga dari jumlah Dewan Pimpinan Kecamatan dan keputusan yang dihasilkan itu
dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga suara yang
hadir dalam Kongres.

. Apabila terjadi pembubaran Partai, maka segala hak milik Partai diserahkan kepada
organisasi sosial kemasyarakatan yang sehaluan dan ditetapkan oleh Kongres.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36
Hal-hal yang belum diatur di dalam Anggaran Dasar ini, diatur dalam Anggaran
Rumah Tangga atau dalam Peraturan Organisasi Partai SIRA
. Anggaran Dasar ini hanya dapat dirobah oleh Kongres;
. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal :30 Juli 2017
Pukul : 17.00 WIB



ANGGARAN RUMAH TANGGA
PARTAI SIRA

BAB I
KEANGGOTAAN

Pasal |

Anggota Partai SIRA terdiri dari :

a.

b.
C.
d.

Anggota Kehormatan yaitu mereka yang berjasa dalam perjuangan partai dan
dikukuhkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Anggota Kader, yaitu mereka yang telah lulus Sekolah Politik 1lI

Anggota Biasa , yaitu mereka yang telah lulus Sekolah Politik |

Anggota Muda, yaitu mereka yang telah mengikuti Masa Orientasi Partai

2. Sistem dan prosedur keanggotaan serta hal-hal yang terkait dengan keanggotaan
partai diatur dalam ketentuan tersendiri yang ditetapkan oleh Majelis Tinggi Partai

Pasal 2
Persyaratan Menjadi Anggota

Persyaratan menjadi anggota partai adalah sebagai berikut :

a.
b.
c.

d.

Penduduk Aceh yang telah berumur 17 tahun dan/atau telah menikah;
Dapat membaca dan menulis;

Menyetujui dan menerima Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan
Platform Partai.

Lulus Masa Orientasi Partai

BAB Il
KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA:
Pasal 3

Setiap anggota Partai SIRA berkewajiban :

w

Menegakkan dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
Partai serta peraturan-peraturan Partai lainnya;

Menjaga dan menjunjung tinggi kewibawaan dan kehormatan Partai;
Berpartispasi dalam kegiatan partai;

Membayar iuran pangkal dan iuran bulanan yang besarnya ditentukan dalam

Anggaran Rumah Tangga partai;

Menegakkan dan menjalankan disiplin partai

Pasal 4

Setiap anggota Partai SIRA memiliki hak :

uhw

Hak memilih dan dipilih;
Hak untuk berbicara dan memberikan suara dalam setiap forum-forum

pengambilan keputusan Partai

Hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dari Partai;
Hak untuk membela diri atas tuntutan dan tuduhan pelanggaran disiplin Partai;
Hak untuk mendapatkan perlindungan Partai.



Pasal 5
Disiplin Partai

I. Anggota Partai SIRA dilarang merangkap sebagai anggota Partai lokal lain;

2. Anggota Partai SIRA dilarang menjadi anggota organisasi sosial kemasyarakatan
yang mempunyai asas dan/atau tujuan yang bertentangan dengan asas dan/atau
tujuan Partai;

3. Anggota atau kepengurusan Partai SIRA harus tunduk kepada pimpinan struktur
organisasi Partai yang lebih tinggi di dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan disiplin Partai lainnya yang
diatur dalam Peraturan Partai.

BAB llI
PEMBERHENTIAN ANGGOTA
Pasal 6
I. Anggota berhenti karena :
a. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis.
b. Diberhentikan.
c. Meninggal dunia.
2. Anggota diberhentikan karena:
a. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota
b. Menjadi Anggota partai politik lain
c. Melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan atau Ketetapan
Kongres, dan atau Keputusan Rapat Pimpinan Pusat
d. Melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan keputusan atau
kebijakan Partai.
3. Ketentuan pemberhentian dan pembelaan diri Anggota diatur dalam Peraturan
Organisasi

BAB IV
STRUKTUR DAN KEPENGURUSAN
Pasal 7
Susunan Majelis Tinggi Partai terdiri atas :
a. Ketua;
b. Sekretaris;
c. Anggota;
Pasal 8
Susunan Dewan Pimpinan Pusat Partai terdiri atas :
Ketua Umum.
Ketua-Ketua.
Sekretaris Jenderal.
Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal.
Bendahara Umum .
Wakil-Wakil Bendahara.
Ketua-Ketua Departemen.

@ "o a0 o

Pasal 9
Susunan Dewan Pimpinan Wilayah terdiri atas :
a. Ketua Umum
b. Wakil-wakil Ketua.
c. Sekretaris Umum



Wakil-wakil Sekretaris.
Bendahara Umum
Wakil-wakil Bendahara.
Ketua-ketua Biro.

R

Pasal 10

Susunan Dewan Pimpinan Kecamatan terdiri atas :
Ketua.

Wakil-wakil Ketua.

Sekretaris.

Wakil-wakil Sekretaris.

Bendahara.

Wakil-wakil Bendahara.

Ketua-ketua Divisi

@ ap o

Pasal 11

Susunan Dewan Pimpinan Gampong terdiri atas :
Ketua.

Wakil-wakil Ketua.

Sekretaris.

Wakil-wakil Sekretaris.

Bendahara.

Wakil-wakil Bendahara.

Ketua-ketua Seksi

e anoe

Pasal 12

I. Perwakilan Partai di Luar Aceh dapat dibentuk di :
a. Jakarta dan kota-kota besar lainnya dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia
b. Satu negara dan/atau gabungan beberapa negara.

2. Susunan Pengurus Perwakilan Partai di Luar Aceh sekurang-kurangnya terdiri atas:
a. Ketua
b. Sekretaris
c. Bendahara
d. Seksi-Seksi

Pasal 13

Dalam setiap penyusunan komposisi dan personalia setiap tingkatan kepengurusan Partai
mulai dari Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan
Kecamatan dan Dewan Pimpinan Gampong perlu memperhatikan keterwakilan minimal
30 % perempuan



BAB V
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Bagian Kesatu
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT TINGKAT PUSAT

Pasal 14

I. Kongres dihadiri oleh :
a. Peserta.
b. Peninjau.
c. Undangan.

2. Peserta terdiri atas :

Majelis Tinggi Partai

Dewan Pimpinan Pusat

Unsur Dewan Pimpinan Wilayah.

Unsur Dewan Pimpinan Kecamatan

Unsur Pimpinan Pusat Organisasi Sayap.
Unsur Pimpinan Pusat Ormas Yang Didirikan.

™o apngoe

3. Peninjau tediri atas :
a. Majelis Pertimbangan Partai
b. Unsur Pimpinan Pusat Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada
Partai SIRA .
c. Unsur Badan, Lembaga dan Pokja Dewan Pimpinan Pusat.

4. Undangan terdiri atas:
a. Perwakilan Institusi.
b. Perorangan.

uv

Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
Pimpinan Sidang Kongres dipilih dari dan oleh Peserta.

7. Sebelum Pimpinan Sidang Kongres terpilih, Pimpinan Sidang Sementara adalah
Dewan Pimpinan Pusat Partai.

o

Pasal 15
Ketentuan mengenai Kongres sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) sampai
dengan ayat (7) berlaku bagi Kongres Luar Biasa.

Pasal 16
I. Rapat Pimpinan Pusat dihadiri oleh:
a. Peserta
b. Peninjau

c. Undangan
2. Peserta terdiri atas:
a. Majelis Tinggi Partai
b. Dewan Pimpinan Pusat
c. Unsur Dewan Pimpinan Wilayah.



d. Unsur Dewan Pimpinan Kecamatan
e. Unsur Pimpinan Pusat Organisasi Sayap.
f.  Unsur Pimpinan Pusat Ormas Yang Didirikan.

Peninjau terdiri atas:

a. Majelis Pertimbangan Partai .

b. Unsur Pimpinan Pusat Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada
Partai SIRA.

¢. Unsur Badan, Lembaga dan Pokja Dewan Pimpinan Pusat.

Undangan terdiri atas:

a. Perwakilan Institusi
b. Perorangan

. Jumlah peserta, peninjau, dan Undangan Rapat Pimpinan Pusatditetapkan oleh
Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 17

Rapat Kerja Pusat dihadiri oleh:
a. Peserta

b. Peninjau

¢. Undangan.

Peserta terdiri atas:

Majelis Tinggi Partai

Dewan Pimpinan Pusat

Unsur Dewan Pimpinan Wilayah.

Unsur Dewan Pimpinan Kecamatan

Unsur Pimpinan Pusat Organisasi Sayap.
Unsur Pimpinan Pusat Ormas Yang Didirikan.
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Peninjau terdiri atas:

a. Majelis Pertimbangan Partai.

b. Unsur Pimpinan Pusat Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada
Partai SIRA

c. Unsur Badan, Lembaga dan Pokja Dewan Pimpinan Pusat.

Undangan terdiri atas:

a. Perwakilan Institusi
Perorangan

. Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan Rapat Kerja Pusat ditetapkan oleh Dewan
Pimpinan Pusat.

Pasal 18

Rapat Koordinasi Pusat dihadiri Peserta dari:



a. Majelis Tinggi Partai
b. Dewan Pimpinan Pusat
c. Ketua Umum dan Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Wilayah.
2. Dewan Pimpinan Pusat dapat mengundang pihak lain sebagai Nara Sumber.

Bagian Kedua:
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Pasal 19
I. Konferensi Wilayah dihadiri oleh:
a. Peserta
b. Peninjau

c. Undangan.
2. Peserta terdiri atas:
a. Unsur Dewan Pimpinan Pusat.
b. Dewan Pimpinan Wilayah.
c. Unsur Dewan Pimpinan Kecamatan.
d. Unsur Pimpinan Organisasi Sayap Kabupaten/Kota
e. Unsur Pimpinan Pusat Ormas Yang Didirikan di Kabupaten/Kota.
3. Peninjau terdiri atas :
a. Majelis Pertimbangan Wilayah.
b. Unsur Badan, Lembaga dan Pokja Dewan Pimpinan Wilayah
4. Undangan terdiri atas:
a.  Perwakilan Institusi
b.  Perorangan
5. Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan
Wilayah.
Pimpinan Sidang Konferensi Wilayah dipilih dari dan oleh Peserta.
7. Sebelum Pimpinan Sidang Konferensi Wilayah terpilih, Pimpinan Sidang Sementara
adalah Dewan Pimpinan Wilayah.
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Pasal 20
Ketentuan mengenai Konferensi Wilayah sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat (1)
sampai dengan ayat (7) Dberlaku bagi Konferensi Wilayah Luar Biasa.

Pasal 21

I. Rapat Pimpinan Wilayah dihadiri oleh:
a. Peserta.
b. Peninjau.
c. Undangan.
2. Peserta terdiri atas :
a. Unsur Dewan Pimpinan Pusat.
b. Dewan Pimpinan Wilayah.
c. Unsur Dewan Pimpinan Kecamatan.
d. Unsur Pimpinan Daerah Organisasi Sayap Kabupaten/Kota.
e. Unsur Pimpinan Daerah Ormas Yang Didirikan di Kabupaten/Kota.
3. Peninjau terdiri dari :
a. Majelis Pertimbangan Wilayah.



b

Unsur Badan, Lembaga dan Pokja Dewan Pimpinan Wilayah.
Undangan terdiri atas:

a. Perwakilan Institusi

b. Perorangan

Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan Rapat Pimpinan Wilayah ditetapkan oleh

Dewan Pimpinan Wilayah.
Pasal 22

Rapat Kerja Wilayah dihadiri oleh :

a. Peserta.

b. Peninjau.

c. Undangan.

Peserta terdiri atas :

a. Unsur Dewan Pimpinan Pusat.

b. Dewan Pimpinan Wilayah.

c. Unsur dewan Pimpinan Kecamatan.

d. Unsur Pimpinan Daerah Organisasi Sayap Kabupaten/Kota.
e. Unsur Pimpinan Daerah Pusat Ormas Yang Didirikan di Kabupaten/Kota.
Peninjau terdiri atas :

a. Majelis Pertimbangan Wilayah.

b. Unsur Badan, Lembaga dan Pokja Dewan Pimpinan Wilayah.
Undangan terdiri atas:

a. Perwakilan Institusi

b. Perorangan

Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan Rapat Kerja Wilayah ditetapkan oleh
Dewan Pimpinan Wilayah.

Bagian Ketiga
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT TINGKAT KECAMATAN

Pasal 23
Musyawarah Kecamatan dihadiri oleh :
a. Peserta.
b. Undangan.

Peserta terdiri atas :

a. Unsur Dewan Pimpinan Wilayah.

b. Dewan Pimpinan Kecamatan.

c. Unsur Dewan Pimpinan Gampong

d. Unsur Pimpinan Daerah Organisasi Sayap di Kecamatan.

e. Unsur Pimpinan Daerah Pusat Ormas Yang Didirikan di Kecamatan.
Undangan :

a. Perorangan / tokoh masyarakat.
Jumlah Peserta dan Undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Kecamatan.
Pimpinan Sidang Musyawarah Kecamatan dipilih dari dan oleh peserta.



6.

Sebelum Pimpinan Sidang Musyawarah Kecamatan terpilih, Pimpinan Sidang
Sementara adalah Dewan Pimpinan Kecamatan.

Pasal 24

Ketentuan mengenai Musyawarah Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 ayat
(1) sampai dengan ayat (6) berlaku bagi Musyawarah Kecamatan Luar Biasa
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Pasal 25
Rapat Pimpinan Kecamatan dihadiri oleh :

a. Peserta.
b. Undangan.

Peserta terdiri atas :

a. Unsur Dewan Pimpinan Wilayah.

b. Dewan Pimpinan Kecamatan.

c. Unsur Dewan Pimpinan Gampong

d. Unsur Pimpinan Kecamatan Organisasi Sayap Kecamatan.

e. Unsur Pimpinan Daerah Pusat Ormas Yang Didirikan di Kecamatan.
Undangan terdiri dari :

Perseorangan/Tokoh Masyarakat

Jumlah Peserta dan Undangan Rapat Pimpinan Kecamatan ditetapkan oleh Dewan
Pimpinan Kecamatan.

Bagian Keempat
MUSYAWARAH DAN RAPAT TINGKAT GAMPONG
Pasal 26

Musyawarah Gampong dihadiri oleh:

a. Peserta

b. Undangan

Peserta terdiri atas:

a. Unsur Dewan Pimpinan Kecamatan
b. Dewan Pimpinan Gampong

c. Anggota

Undangan terdiri atas :

Perseorangan/Tokoh Masyarakat

Jumlah Peserta dan Undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Gampong .
Pimpinan Sidang Musyawarah Gampong dipilih dari dan oleh peserta.
Sebelum Pimpinan Sidang Musyawarah Gampong terpilih, Pimpinan Sidang
Sementara adalah Dewan Pimpinan Gampong



Pasal 27

I. Rapat Pimpinan Gampong dihadiri oleh :

a. Peserta
b.  Undangan
2. Peserta terdiri atas :
a.  Unsur Dewan Pimpinan Kecamatan
b.  Dewan Pimpinan Gampong
c.  Anggota

3. Undangan terdiri atas :
Perseorangan/Tokoh Masyarakat
4. Jumlah Peserta dan Undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Gampong

Pasal 28
Ketentuan tentang teknis penyelenggaraan musyawarah dan rapat-rapat sebagaimana
tercantum dalam BAB V diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan Organisasi.

BAB VI
ATURAN TAMBAHAN
Pasal 29
Untuk pertama kalinya Nilai Dasar Perjuangan, Platform Partai dan Pedoman
Pengkaderan disusun oleh Majelis Tinggi Partai dan disahkan dalam Rapat Pimpinan Pusat

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30
I. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur lebih
lanjut oleh Majelis Tinggi Partai melalui Peraturan-peraturan Partai;
2. Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat dirubah oleh Kongres;
Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

w

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 10 Mei 2012
Pukul : 10.00 Wib
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